


 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

NOMOR  6  TAHUN  2016 

 

TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)                     

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari 

visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan 

daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat 

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN);  

b. bahwa guna tercapainya sinergitas pembangunan 

daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; 

c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 

selama kurun waktu 2012-2014 terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, 

terdapat beberapa target pencapaian indikator kinerja 

pembangunan yang telah dilampaui dan/atau yang 

tidak terlampaui dari proyeksi yang telah ditetapkan 

setiap tahunnya; 



d. bahwa guna untuk sinkronisasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 2012-2017 dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2014-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi 2014-2034 dan hasil pengendalian dan evaluasi 

terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

2012-2017, maka Perda Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 

perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017; 

Mengingat 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kep.Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka 

Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4268); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 

 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5209); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2007 Nomor 6 Seri E); 

 

 



19. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 

Nomor 1 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah 

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 

3 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka  Belitung Tahun 2013  Nomor 1 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun  

2014-2034); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 
2012-2017. 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia.  

7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan 
indeks pembangunan manusia.   

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber 
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD  

adalah dokumen perencanaan daerah  untuk periode 1 (satu) tahun.  

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD 
untuk periode  5 (lima) tahun.  

13. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun.   



 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan.  

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi.  

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan.  

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah.  

19. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.  

 

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang 
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah 

dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas 
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rincian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan 
daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud 
pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.    

 

Pasal 3 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi: 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan 

sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012 – 2017.  

(2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 



Pasal 4 

Sistematika RPJMD Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, terdiri dari:  

Bab  I : Pendahuluan; 

Bab  II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

Bab  III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka 

Pendanaan; 

Bab  IV : Analisis Isu-Isu Strategis;   

Bab  V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

Bab  VI : Strategi Dan Arah Kebijakan; 

Bab  VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 

Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan 
Pendanaan 

Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; 

Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. 

Bab XI : Penutup 
 

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

(1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku sampai 
dengan tanggal pengundangan peraturan daerah ini. 

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 – 2015 yang 
telah ada masih tetap berlaku dengan berpedoman pada Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung dan telah disesuaikan melalui peraturan 

daerah ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 



 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 
 
 Ditetapkan di Pangkalpinang 

 pada tanggal  31  Mei 2016 

 GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
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 RUSTAM EFFENDI 

Diundangkan di Pangkalpinang  

pada tanggal  31  Mei 2016  

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPUALUAN BANGKA BELITUNG, 

 

TTD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mempedomani Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan 

bahwa RPJM DAERAH ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) 

bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik. RPJM Daerah merupakan 

penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program 

Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.   

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 berlaku selama 5 (lima) 

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan kepala daerah yaitu tanggal 7 Mei 2012 

sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, dan merupakan tahap kedua pada pelaksanaan 

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025. 

Bahwa proses perencanaan pembangunan didaerah merupakan suatu sistem yang 

terintegrasi dengan pembangunan nasional dan bersifat sangat dinamis mengikuti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tahapan implementasinya, sehingga 

pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah menjadi suatu yang sangat penting untuk dilakukan guna memastikan 

bahwa substansi yang terkandung didalamnya masih memiliki relevansi dengan 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan berakhirnya 

periode RPJM Daerah tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
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Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah pada Pasal 282 ayat (1) huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa perubahan 

RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi terhadap proses 

perumusan dan/atau substansi selama pelaksanaan RPJMD menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan terjadi perubahan 

yang mendasar seperti yang dijelaskan pada Pasal 282 ayat (2). Perubahan 

mendasar sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya adalah perubahan 

kebijakan nasional. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2012 Pasal 12 disebutkan, RPJM Daerah dapat disesuaikan apabila ada perubahan 

RTRW Provinsi dan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015 – 

2019; 

Berlandaskan dari beberapa aturan tersebut serta didasarkan pada hasil 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD selama kurun waktu 2013–2014, 

didapati beberapa target pencapaian indikator makro telah terlampaui dan/atau 

tidak terlampaui dari proyeksi yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta dengan 

memperhatikan terjadinya perubahan terhadap kebijakan nasional yang ditandai 

dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, maka Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung harus melakukan perubahan terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2012-2017.  

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 beserta perubahannya berpedoman 

pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RTRW 

Provinsi 2014-2034. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan nasional, RPJMD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang 

berdekatan, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Kepulauan Riau.   
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Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dimaksudkan adalah: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, 

strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, 

arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan 

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka 

menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.  

Mempedomani RPJMN dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, 

sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah 

provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah 

kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan 

kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. 

Sedangkan, memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya dilakukan melalui 

penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur 

dan pola ruang provinsi lain sekitarnya. 

Selanjutnya, Perubahan RPJM Daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan 

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dalam penyusunannya, 

Perubahan RPJM Daerah dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan 

mengedepankan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta 

memperhatikan kebutuhan masyarakat dan aspirasi pemangku kepentingan yang 

tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga 

tujuan dan sasaran tersebut pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan melalui 

LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. 

Penyusunan Perubahan RPJM Daerah tetap dilakukan melalui empat pendekatan, 

yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan 

bottom up serta pendekatan politik. 

Pendekatan teknokratis dilakukan  melalui  suatu  metode  dan  kerangka berpikir 

ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan 

pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Analisa ilmiah yang dilakukan antara lain terhadap 
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perumusan perubahan target kerangka ekonomi makro daerah, kerangka 

pendanaan dan kemampuan fiskal daerah, metode pengalokasian belanja daerah, 

penentuan parameter pencapaian visi dan penetapan indikator kinerja dari setiap 

sasaran pembangunan. 

Berdasarkan pendekatan partisipatif, bahwasanya penyusunan RPJM Daerah ini telah 

melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan 

tingkat relevansi, kesetaraan dan keterwakilan pemangku kepentingan pada setiap 

tahapan, sehingga terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan 

penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, 

perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program. 

Dalam Pendekatan top down dan bottom up, bahwasannya dokumen ini  juga 

telah mempertimbangkan rencana lima tahun SKPD melalui draft perubahan 

Renstra masing-masing SKPD, serta menyelaraskan dengan 9 (sembilan) Prioritas 

Nasional/NAWACITA (sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2015-2019) 

berdasarkan pedoman harmonisasi penyelarasan dokumen RPJMN - RPJMD. 

Demikian pula bahwa dokumen ini telah memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 2014-2034 dan provinsi perbatasan serta telah diintegarasikan dengan 

rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program yang ditetapkan dalam 

dokumen Perubahan RPJM Daerah ini merupakan hasil sinkronisasi dengan 

perencanaan vertikal dan horizontal. 

Sementara itu, pada Pendekatan Politik, dengan memandang bahwa hakikat dari 

pemilihan Kepala Daerah sesungguhnya adalah proses penyusunan rencana, karena 

rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 

pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana 

pembangunan pada periode masa bakti kepala daerah tersebut adalah merupakan 

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah 

pada saat kampanye yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah. 
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Dengan melalui keempat pendekatan  tersebut,  RPJM Daerah berserta 

perubahannya  ini  diharapkan  akan berkualitas sehingga secara konsisten dapat 

dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan setiap tahunnya maupun 

pelaporan 5 (lima) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban selama masa bakti 

Gubernur/Wakil Gubernur terpilih. 

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum dasar perubahan RPJMD adalah untuk: 

1. Melakukan penyelarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019; 

2. Melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2014-2034; 

3. Menyesuaikan proyeksi indikator makro pembangunan daerah; 

4. Melakukan reformulasi terhadap proyeksi kemampuan keuangan daerah 

dengan asumsi-asumsi keuangan terkini sebagai kerangka pendanaan 

pembangunan daerah;  

5. Melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, 

strategi dan arah kebijakan serta program dan indikator kinerja program; 

6. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap target dari indikator kinerja 

pembangunan daerah; 

7. Melakukan penyelarasan berkenaan dengan terjadinya penambahan dan 

perubahan nomenklatur SKPD dengan kondisi yang ada saat ini; 

8. Mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama 

Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); 

 

1.2.   Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan 

Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

pembangunan daerah, yaitu meliputi: 

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka 

Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 

2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua 

kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 
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17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5209); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 

Seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan 
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Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2008 Nomor 2 Seri D); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah ProvinsiKepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran   Daerah   Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung Tahun 

2013  Nomor 1 Seri D); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun  2014 – 2034); 

 

1.3.   Hubungan Antar Dokumen 

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. RPJM Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh 

dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda 

pembangunan. 

RPJM Daerah beserta perubahannya yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi 

pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD beserta perubahannya, 

Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-

SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.  

Dokumen RPJM Daerah  juga  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  RPJM 

Daerah  Kabupaten/Kota  dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan 
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program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. 

Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana 

Gambar I.1. 

Gambar I.1 

Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan 

Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

 

1.4.   Sistematika Penulisan 

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I        PENDAHULUAN 

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan 

tujuan dilakukannya Perubahan RPJM Daerah. 
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